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PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI JAMINAN 
DALAM PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH 




  BMT yang dalam konteks ekonomi sebagai sarana peredaran uang selalu 
berupaya agar dana yang terkumpul dapat tersalurkan dengan baik guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab di satu sisi manusia memiliki kelebihan 
dana sehingga dia menyimpan uang tersebut pada LKS supaya aman, di sisi lain 
ada yang tidak memiliki dana tetapi mempunyai tekad kuat dan kemampuan untuk 
berusaha demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal inilah yang 
memunculkan akad kerja-sama Muḍārabah sehingga dana dapat tersalurkan dan 
dapat mewujudkan kesejahteraan serta untuk memperoleh keberkahan.  
  Dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), pembiayaan Muḍārabah 
adalah pembiayaan yang bersifat amanah. Perjanjian ini merupakan perjanjian 
yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tingkat keadilan 
antara kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak harus menjaga 
kepentingan bersama artinya tidak diperkenankan Ṣāḥibul Māl memintakan 
jaminan kepada Muḍārib karena Muḍārib hanyalah sebagai pengelola modal. 
Dalam fikih pun tidak tercantum bahwa jaminan sebagai salah satu syarat dari 
perjanjian tersebut. Hal inilah yang kiranya mendorong penulis untuk melakukan 
penelitian mendalam tentang “pandangan hukum Islam terhadap fungsi jaminan 
dalam pembiayaan muḍārabah (studi kasus di KJKS BMT Surya Madani 
Boyolali)”. 
  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mengenai 
fungsi dari jaminan yang disertakan dalam pembiayaan Muḍārabah KJKS BMT 
Surya Madani Boyolali, serta untuk mendapatkan informasi tentang pandangan 
hukum Islam terhadap fungsi jaminan dalam pembiayaan Muḍārabah. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan deskriptif  kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 
data adalah observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Analisis yang 
digunakan adalah metode deskriptif analisis.  
  Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya penyertaan 
jaminan dalam pembiayaan Muḍārabah yang diterapkan di BMT Surya Madani 
adalah sesuai dengan hukum Islam, karena fungsi jaminan yang diterapkan pada 
pembiayaan Muḍārabah ialah untuk melindungi Ṣāḥibul Māl dari resiko 
wanprestasi yang dilakukan oleh Muḍārib dan untuk melindungi dana yang 
diberikan BMT kepada Muḍārib, mengingat dana yang ada di BMT bukan milik 
pribadi BMT saja melainkan dari dana masyarakat. Dan jaminan ini boleh di jual 
sebagai pengganti dana apabila Muḍārib terbukti melakukan kesalahan yang 
disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan. 
 







In economic context, BMT as an institution of fund distribution is 
attempting to channel appropriately the fund that has been collected in order to 
meet the needs of people. On one side, persons with more funds will save their 
funds in LKS (Islamic Financial Institution), and on other hand, there are persons 
with less fund but they have strong determination and capability to make 
businesses for living. These raise a partnership agreement so that the fund can be 
distributed and it can make wellbeing into reality and to obtain blessing.  
According to fatwa of MUI (Council of Indonesian Islamic Scholars), 
muḍārabah financing is trustworthiness in nature. The agreement needs a high 
level of honesty and upholds justice between the two parties. Therefore, each 
party must keep mutual interest. It means the Ṣāḥibul Māl cannot require Muḍārib 
to provide collateral, because Muḍārib is only a capital manager. Fiqh does not 
say that collateral is one of requirements in the agreement. It is encouraging 
author to do a deep research on “Islamic viewpoint on collateral function in 
muḍārabah financing (a case study in KJKS BMT Surya Madani of Boyolali). 
Purpose of the research is to obtain understanding about function of 
collateral required in muḍārabah financing applied in muḍārabah financing of 
KJKS BMT Surya Madani of Boyolali, and to get information on Islamic 
viewpoint on collateral function in muḍārabah financing. The research is a field 
research with descriptive-qualitative approach. Method of data collection has used 
observation, interview and documentation. The data has been analyzed 
descriptively. 
Based on results of the research, it can be concluded that collateral 
requirement applied in muḍārabah financing of BMT Surya Madani is in 
accordance with Islamic Law, because the collateral function is to protect Ṣāḥibul 
Māl from risk of failure in part of Muḍārib and to protect fund provided by BMT 
to Muḍārib, considering the fund is not exclusive property of the BMT but it is 
public property. And the collateral can be sold as exchange of the fund that is 
failed to repay if it is proved that Muḍārib has made error intentionally, 
negligence or failed to satisfy the agreement. 
 
Key words: Islamic Law, Collateral, Muḍārabah financing   
 
1. PENDAHULUAN 
  Masyarakat muslim di Indonesia telah lama mendambakan lembaga jasa 
keuangan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-
harinya dengan menggunakan prinsip syariah. Dalam hal ini maka lahirlah 
lembaga keuangan syariah (LKS), antara lain adalah BMT. BMT merupakan 
kependekan dari Baitul Māl Wat Tamwīl. Secara bahasa Baitul Māl berarti 
rumah dana dan Baitul Tamwīl berarti rumah usaha. Baitul Māl dikembangkan 
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berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad 
pertengahan perkembangan islam, dimana Baitul Māl berfungsi untuk 
mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwīl 
merupakan lemba ga bisnis yang bermotif laba.
1
 
  BMT yang dalam konteks ekonomi sebagai sarana peredaran uang selalu 
berupaya agar dana yang terkumpul dapat tersalurkan dengan baik guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebab disatu sisi manusia memiliki 
kelebihan dana sehingga dia menyimpan uang tersebut pada LKS supaya aman, 
disisi lain ada yang tidak memiliki dana tetapi mempunyai tekad kuat dan 
kemampuan untuk berusaha demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal 
inilah yang memunculkan akad kerja-sama muḍārabah sehingga dana dapat 
tersalurkan dan dapat mewujudkan kesejahteraan serta untuk memperoleh 
keberkahan.  
  Al- Muḍārabah adalah akad kerja-sama usaha antara dua pihak dimana 
pihak pertama (ṣāḥibul māl) menyerahkan (100%) modal, sedangkan pihak 
lainnya menjadi pengelola usaha (muḍārib), sebagaimana nantinya akan 
melakukan kegiatan usaha bersama dan keuntungan yang diperoleh dibagi 
menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati
2
. 
  Dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia), pembiayaan muḍārabah 
adalah pembiayaan yang bersifat amanah. Perjanjian ini merupakan perjanjian 
yang menuntut tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung tingkat keadilan 
antara kedua belah pihak. Maka dari itu masing-masing pihak harus menjaga 
kepentingan bersama artinya tidak diperkenannkan ṣāḥibul māl memintakan 
jaminan kepada muḍārib karena muḍārib hanyalah sebagai pengelola modal 
dalam fikih pun tidak tercantum bahwa jaminan sebagai salah satu syarat dari 
perjanjian tersebut.  
  Dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 undang-undang perbankan No. 10 tahun 
1998 tentang perbankan, menyatakan bahwa “dalam memberikan kredit atau 
                                                             
1
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (Yogyakarta: UII Press, 2004), 
hlm.120 
2
 H. Viethzal Rivai, Andria Permata Viethzal, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.123 
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pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai 
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan 
sertakesanggupan nasabah untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan 
pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.  
  Satu hal yang harus diperhatikan oleh Bank atau Lembaga Keuangan 
Syariah adalah terdapat pada UU Perbankan No. 10 dalam pasal 1 mengenai 
ketentuan umum penjelasan no. 23 yaitu : “Agunan adalah jaminan tambahan 
yang diserahkan nasabah kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit 
atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”. Dalam halini menjelaskan 
bahwa jaminan harus disertakan dalam bentuk agunan.  
   Sangat jelas terlihat bahwa literature fikih dan dalam fatwa MUI, jaminan 
dalam pembiayaan muḍārabah tidak diperlukan. Sedangkan ketentuan undang-
undang perbankan yang telah tersebut di atas, jaminan merupakan salah satu 
hal yang perlu diperhatikan oleh bank / lembaga keuangan syariah sendiri. 
Padahal menurut pengertian muḍārabah di atas dapat tergambar bahwa 
muḍārib adalah pihak yang tidak mempunyai uang/ modal sehingga muḍārib 
memohon kepada (ṣāḥibul māl) untuk memberikan modal dengan catatan 
pengembalian modal dan pembagian keuntungannya sesuai dengan perjanjian 
yang telah disepakati dan muḍārib tidak disyaratkan untuk menyerahkan 
jaminan. 
  Kemudian menjadi hal yang sangat menarik untuk melihat apakah 
lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya di KJKS BMT Surya 
Madani telah menerapkan prinsip syariah secara murni dalam praktik 
muamalah di lapangan, terutama terhadap jaminan dalam pembiayaan 
muḍārabah. Sebab menurut penulis, akad muḍārabah merupakan akad yang 
paling cocok untuk diterapkan di Indonesia jika sesuai prinsip syariah 
mengingat Indonesia masih membutuhkan dana dalam mengembangkan 
perekonomian yang terbentur pada masalah modal (dana). Berdasarkan uraian 
tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam skripsi 
yang berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Fungsi Jaminan dalam 
Pembiayaan Muḍārabah (Studi Kasus di KJKS BMT Surya Madani 
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Boyolali)”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana fungsi jaminan yang diterapkan 
dalam pembiayaan muḍārabah pada KJKS BMT Surya Madani? (2) Apa 
pandangan Hukum Islam terhadap jaminan dalam pembiayaan muḍārabah 
pada KJKS BMT Surya Madani? 
2. METODE PENELITIAN 
a. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
    Untuk memecahkan suatu masalah diperlukan suatu cara atau metode 
yang sesuai dengan pokok permasalahan tersebut, agar penelitian dapat 
membuahkan hasil yang valid, maka penelitian tersebut menggunakan 
metode sebagai berikut: (1) Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field research) yang merupakan penelitian secara rinci satu subjek tunggal, 
satu kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. Penelitian ini bersifat 
deskriptif-analisis, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan 
dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar 
dan akurat.
3
 (2) Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah 
deskriptif  kualitatif, yaitu dimana setelah data dikumpulkan kemudian 
dilakukan   penganalisaan  secara  kualitatif  dan  diuraikan  antara  satu data 
dengan data yang lainnya sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran 
umum yang utuh  tentang masalah yang di teliti. 
b. Tempat dan Subjek penelitian 
    Adapun penelitian ini mengambil lokasi di KJKS BMT Surya Madani 
Boyolali yang terletak di Jl. Raya Ngemplak – Donohudan, Ngemplak 
Boyolali. Kemudian, yang menjadi subjek penelitian ini bersumber dari 
beberapa data yaitu pertama, data primer, wawancara langsung kepada 
pengelola operasional BMT Surya Madani dan beberapa pihak yang 
berkompeten dalam penelitian ini. Data primer ini juga bersumber dari 
jurnal BMT Surya Madani dan fatwa MUI mengenai fungsi jaminan 
pembiayaan muḍārabah. Kedua, data sekunder, sumber data pendukung dan 
                                                             
3
 Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 4. 
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pelengkap data penelitian berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar dan lain-
lain.  
c. Metode Pengumpulan Data 
  Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode, 
diantaranya : (1) Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung 
dilokasi penelitian. (2) Metode Wawancara (interview) Yakni suatu 
komunikasi yang bertujuan memperoleh informasi secara sistematis
4
. (3) 
Dokumentasi, Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dengan 
mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumen yang berkaitan 
dengan sejarah berdirinya BMT, Visi, Misi, Tujuan BMT, Produk-produk 
BMT.  
d. Metode Analisis Data  
   Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa, teknik 
analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu sebuah studi untuk 
menemukan fakta dan interpretasi yang tepat dan menganalisis lebih dalam 
tentang hubungan-hubungannya
5
. Kemudian dari hasil analisa data yang 
diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan 
yang dikaji. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
  Agunan adalah
6
 “jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada 
bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 
prinsip syari’ah.” Pengertian jaminan (ḍāmān) menurut istilah fikih adalah 
jaminan utang atau dalam hal lain menghadirkan seseorang atau barang 
ketempat tertentu untuk diminta pertanggungjawabannya atau sebagai jaminan. 
Landasan Hukum Jaminan (Ḍāmān), Ḍāmān hukumnya mubah (boleh), dan 
apabila situasi membutuhkan adanya jaminan maka hukumnya menjadi 
sunnah.  
QS. surat yusuf ayat 72 :  
                                                             
4
 Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm.123 
5
 Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm.325 
6
 H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2004), hlm. 21 
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:فسىي( ٌنيِعَش ِوِباََنأَو ٍسيَِعب ُلْوِح ِوِبَءآَج نَوِلَو ِِكلَوْلآ َعاَىُص ُِدقْفَن اُْىلاَق27) 
 Artinya : “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan 
siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan 
(seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"  
 Sabda Rosullah SAW :  
)يرهستلا و دوادىبا هاوز(  ٌة َّداَؤُه ُتَيِزاَعَْلا َشَو ٌنْيِع  ٌم ِداَع                                   
 Penghutang hendaklah mengembalikan pinjamannya dan penjamin 
hendaklah membayar” (HR.Abu Dawud dan Turmudzi). 
 Secara teknis Muḍārabah adalah akad kerja-sama usaha antara dua pihak 
dimana pihak pertama (Ṣaḥibul Māl) menyediakan seluruh (100%) modal, 
sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola usaha (Muḍārib), sebagaimana 
nantinya akan melakukan kegiatan usaha bersama dan keuntungan yang 
diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak 
7
. 
Landasan hukumnya Dalam surah Al-Hadid ayat 11 yaitu :  
  َلَو ُوَل َُوفِعاَُضيَف اًنَسَح اًضَْسق َ َّاللَّ ُضِسُْقي ٌِرَّلا اَذ ْنَه:ديدحلا( ٌنيِسَك ٌسَْجأ ُو11  ) 
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka 
Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan 
memperoleh pahala yang banyak”. 
Rasulullah menjelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: 
  ًَِلا ُعْيَبْلا ُتَكََسبْلا َّنِهْيِف ٌثََلاث ٍلََجا  ِْلل َلاَو ِتْيَبِْللِسْيِع َّشلاِب ُِّسبْلا ُطَقَلَخَو ُتَضَز اَقُوْلاَو)وحه نبا هازو( ْعيَب 
“Ada tiga perkara yang diberkati; jual beli yang ditangguhkan, memberi 
modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk 
dijual”.(HR Ibn Majah) 
a. Penerapan jaminan dalam pembiayaan Muḍārabah 
  Untuk melaksanakan kegiatan Muḍārabah yang diadakan oleh BMT 
Surya Madani, pihak BMT mempunyai ketentuan khusus pengenai 
perjanjian Muḍārabah. Dalam pengajuan pembiayaan oleh anggota 
(nasabah), terdapat salah satu syarat tambahan. Syarat tambahan tersebut 
adalah anggota diminta untuk menyertakan jaminan, berupa BPKB (Bukti 
Kepemilikan Kendaraan Bermotor), sertifikat tanah (SHM) atau surat 
berharga lainnya. Untuk mengurangi resiko pembiayaan setiap fasilitas 
pembiayaan yang diberikan BMT Surya Madani harus memenuhi prinsip 
kehati-hatian. 
                                                             
7
H. Viethzal Rivai, Andria Permata Viethzal, Islamic Financial Management, (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.123 
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  Jaminan yang diserahkan oleh anggota (nasabah) kepada BMT hanya 
berupa surat-surat kepemilikan (jaminan fidusia) bukan dalam bentuk 
barang. Barang tersebut dapat dipakai oleh Muḍārib dalam kehidupan 
sehari-hari untuk mempermudah Muḍārib dalam melaksanakan usaha dan 
menjalankan kehidupan sehari-hari. Surat-surat yang diserahkan oleh 
Muḍārb kemudian diamankan oleh BMT sebagai perlindungan terhadap 
dana yang sedang di Muḍārabahkan. Jika perjanjian tersebut telah selesai 
dan Muḍārib telah mengembalikan seluruh modal maka pihak BMT akan 
mengembalikan jaminan tersebut kepada Muḍārib sesuai dengan apa yang 
telah disepakati bersama
8
. Apabila dalam masa perjanjian Muḍārabah, 
pihak pengelola (Muḍārib) tidak dapat mengembalikan modalnya maka 
pihak BMT sebagai Ṣaḥibul Māl akan meneliti penyebab mengapa 
Muḍārib tidak bisa mengembalikan modal yang telah dipinjamkan. Jika 
Ṣaḥibul Māl sudah mengetahui kendala yang dihadapi oleh Muḍārib 
adalah bukan merupakan akibat dari kelalaian Muḍārib dalam 
menjalankan usahanya, melainkan akibat dari unsur ketidak sengajaan 
seperti musibah kebakaran, banjir atau akibat dari kondisi perekonomian 
yang terjadi sehingga menyebabkan usahanya terhenti dan tidak bisa 
mengembalikan modal, maka pihak BMT akan memberi kebijakan dengan 
cara me-reschedule (penjadwalan ulang) pembiayaan
9
. Ialah dengan cara 
mendata seluruh keuntungan (bagi hasil) yang diberikan olehMuḍāribyang 
sesuai dengan kesepakatan, dan kemudian akan mendapati sisa 
pembiayaan yang belum dibayarkan pada saat kondisi macet. Jumlah 
pembiayaan yang telah dikembalikan oleh Muḍārib kepada BMT telah 
dianggap lunas dan kemudian BMT memberikan waktu/ tempo kembali 
terhadap jumlah yang belum dibayarkan. Pihak BMT akan memberikan 
surat peringatan kepada Muḍārib jika belum juga melunasi dana yang telah 
ia pinjam dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Jika 
                                                             
8
  Wawancara dengan Bapak Abdani sebagai Menejer BMT Surya Madani, Pada Tanggal 
02 Mei 2016 
9
  Wawancara dengan Bapak Abdani sebagai Menejer BMT Surya Madani, Pada Tanggal 
16 Mei 2016 
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Muḍārib belum bisa melunasi maka jaminan yang telah disepakati diawal 
akan dijual/ dilelang oleh pihak BMT kemudian dari hasil 
penjualan/pelelangan barang jaminan tersebut diberikan kepada BMT 
sebagai pengembalian modal yang telah dikelola olehMuḍārib, jika 
terdapat kelebihanpada harga barang jaminan milik Muḍārib maka pihak 
BMT harus mengembalikan kelebihan tersebut pada Muḍārib10. 
  Apabila Muḍārib tidak mau barang yang dijaminkan itu dijual ataupun 
dilelang maka para pihak sepakat untuk menyelesikannya secara 
musyawarah mufakat dengan Muḍārib dan hasil musyawarah itu akan 
menghasilkan jalan keluar yang adil, pihak BMT akan mengajukan pilihan 
untuk meringankan beban Muḍārib diantaranya ialah BMT akan 
memberikan tenggang waktu sampai Muḍārib bisa mengem balikan 
seluruh modal yang telah dipinjamnya. Jika barang yang dijaminkan oleh 
Muḍārib rusak atau hilang maka BMT akan meminta jaminan yang lain 
seperti sertifikat tanah atau bangunan dan tentunya semua itu melalui jalur 
musyawarah
11
. Selain dengan musyawarah mufakat bisa juga dengan 
mediasi, arbitrase syariah, dan pengadilan agama. Didalam perjanjian 
Muḍārabah, pihak BMT Surya Madani sebagai Ṣaḥibul Māl dan 
Muḍāribsebagai pengelola dana telah sama-sama sepakat dan 
mempertimbangkan mengenai usaha yang akan dikelola Muḍārib sehingga 
Ṣaḥibul Māl memiliki gambaran mengenai kinerja serta keuntungan yang 
akan diterimanya. BMT hanya menyetujui kegiatan Muḍārabah yang 
benar-benar memiliki prospek usaha sehingga resiko kehilangan dana 
dimungkinkan sangatlah kecil. 
b. Analisis penerapan jaminan dalam akad Muḍārabah 
  Pada dasarnya didalam Al-Qur’antidak pernah membahas langsung 
mengenai akad Muḍārabah. Meskipun Muḍārabah tidak disetkan secara 
langsung dalam Al-Qur’an ia adalah sebuah kebiasaan yang dipraktekkan 
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oleh umat Islam dan bentuk kongsi dagang seperti inilah tampaknya terus 
ada sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung karavan 
dan perdagangan jarak jauh. Rasulullah juga telah melakukan Muḍārabah 
ketika beliau belum diangkat menjadi Nabi dan Rosul yaitu pada saat 
beliau melakukan kongsi perdagangan dengan Siti Khodijah yang 
kemudian hari menjadi istri beliau
12
. Kemudian dari adat kebiasaanlah 
yang melahirkan sebuah konsep, tiap daerah memiliki hak untuk 
melakukan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi 
didaerah tersebut. Begitu pula di Indonesia, penerapan jaminan dalam akad 
Muḍārabah terjadi diluar persyaratan Muḍārabah sendiri, penerapan 
jaminan jelas bukan untuk mementingkan saalah satu pihak saja. Namun, 
ada banyak pertimbangan yang kemudian menjadikan pentingnya peran 
jaminan dalam kelancaran perjanjian kerja-sama berbasis Muḍārabah.  
  Penerapan jaminan yang dilakukan oleh BMT Surya Madani pada 
dasarnya mengacu pada undang-undang perbankan no.10 pasal 1 
mengenai ketentuan umum penjelasan no. 23 yaitu : “Agunan adalah 
jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam 
rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip 
syariah”. Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 
(PAPSI) padapenjelasan pembiayaoan Muḍārabah poin g bahwa :“Padap 
rinsipnya, dalam pembiayaan Muḍārabah tidak dipersyaratkan adanya 
jaminan, namun agar tidak terjadi moral hazard berupa penyimpangan oleh 
pengelola dana, pemilik dana dapat memintakan jaminan dari pengelola 
dana atau pihak ketiga. Jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola 
dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah 
disepakati bersama dalam akad”.   
  Apabila terjadi kerugian dalam mengelola dana (Muḍārib), maka 
BMT sebagai pemilik modal (Ṣaḥibul Māl) akan menanggung semua 
kerugian selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian 
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pengelola dana (Muḍārib). Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh 
kelalaian pengelola dana (Muḍārib)maka yang menanggung adalah 
pengelola dana (Muḍārib) dan diakui sebagai piutang Muḍārabahjatuh 
tempo. Kelalaian pengelola dana (Muḍārib)  ditujukkan oleh : a). Tidak 
terpenuhinya syarat yang telah dituntukan dalam perjanjian (akad). 
b).Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan yang lazim yang telah 




c. Analisis Hukum Islam Terhadap Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan 
Muḍārabah 
  Dalam fatwa MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Mengizinkan Ṣaḥibul 
Māl meminta jaminan kepadaMuḍārib atas pelanggaran batas atau 
tindakan menyalahi ketentuan yang telah disepakati bersama. MUI telah 
menetapkan bahwa pada dasarnya dalam akad Muḍārabah tidak ada ganti 
rugi atau jaminan karena akad Muḍārabah ini bersifat amanah (yad al-
amanah) kecuali kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar 
kesepakatan. Dari keterangan tersebut MUI menyetujui tentang jaminan, 
hanya saja jaminan dapat dicairkan apabila Muḍārib terbukti melakukan 
pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.  
Berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 283 sebagai pertimbangan  
   ...                          
              ف س                    
“Jika kalian dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), 
sementara kalian tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 
barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”(QS al-Baqarah 
:283). 
  Beberapa ulama dari Mazhab Imam Maliki juga memperbolehkan 
adanya pihak ketiga yang menyediakan jaminan bagi Muḍārabah. 
Penjamin yang dimaksud ini adalah berupa kafalah. Muḍārabah dikatakan 
bersifat amanah karena Ṣaḥibul Māl percaya sepenuhnya kepada Muḍārib 
untuk mengelola modal yang diberikannya, itu berarti Ṣaḥibul Mālsiap 
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dengan resiko yang akan dihadapinya kelak jika ada masalah. Dalam 
pelaksanaan usaha, Ṣaḥibul Māl tidak boleh ikut campur pekerjaan 
Muḍārib. Ṣaḥibul Māl hanyaboleh memberikan masukan dan melakukan 
pemantauan terhadap kinerja Muḍārib. Dari sinilah Ṣaḥibul 
Mālmengetahui bahwa Muḍārib benar-benar melakukan usahanya dengan 
baik atau justru sebaliknya Muḍārib memiliki moral yang kurang baik 
terhadap kerjasama tersebut. Pada hakikatnya, jaminan adalah untuk 
memberi pertolongan terselamatkannya pekerjaan Muḍārib yang 
diperjanjikan. Syarat yang diminta oleh BMT untuk menyertakan jaminan 
dalam akad Muḍārabah adalah langkah yang diambil untuk melindungi 
Ṣaḥibul Māl dari resiki Wanprestasi yang dilakukan oleh Muḍārib. Jika 
Muḍārabah dapat berjalan dengan lancar dan Muḍārib mendapatkan 
keuntungan kemudian  keuntungan tersebut dibagi bersama dengan 
Ṣaḥibul Māl sesuai dengan kespakatan, maka jaminan tersebut akan 
dikembalikan oleh BMT sebagai Ṣaḥibul Māl.  
  Jadi bahwasannya penyertaan jaminan dalam akad Muḍārabah 
merupakan alternatif sebagai keamanan terhadap modal kerja yang 
dilakukan oleh Ṣaḥibul Māl untuk menghindari terjadinya sesuatu yang 
tidak diinginkan seperti menghindari Muḍārib yang tidak bertanggung-
jawab terhadap kerja-sama yang telah disepakati. Seperti halnya yang 
dinyatakan oleh meneger BMT Surya Madani bahwasannya menyertakan 
jaminan dalam pembiayaan itu akan menciptakan keamanan dan 
ketenangan bagi BMT sebagai Ṣaḥibul Māl  apabila suatu saat ada 
pembiayaan yang bermasalah mengingat moral Muḍārib yang tidak dapat 
diperkirakan
14
. Dengan disertakan jaminan pemilik modal tidak akan ragu 
untuk melakukan kerjasama sehingga perputaran uang akan terus terjadi 
dan distribusi kekayaan akan terealisasi dengan baik. Maka kesejahteraan 
dan kemakmuran akan tercapai secara merata. 
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a. Kesimpulan  
  Sebagai rangkaian dari keseluruhan isi pembahasan skripsi ini, maka 
dalam bab terakhir ini dapat ditarik kesimpulan yakni : (1) fungsi jaminan 
dalam pembiayaan Muḍārabah, Mengingat keadaan masyarakat indonesia 
saat ini, maka penyertaan jaminan dalam akad muḍārabah berfungsi 
sebagai pelindung dana masyarakat agar tidak hilang begitu saja akibat 
kelalaian dari muḍārib. Ini merupakan suatu prinsip kehati-hatian yang 
diharuskan oleh manajemen dalam pembiayaan. Bagi anggota (muḍārib) 
jaminan berfungsi sebagai cerminan rasa tangggungjawab atas usaha yang 
di biayai oleh BMT sehingga diharapkan dapat menjalankan usahanya 
dengan sungguh-sungguh. (2) ahli fikih menyebutkan bahwa pada 
hakikatnya muḍārabah tidak diperkenankan jaminan untuk disyaratkan 
kepada muḍārib karena akad muḍārabah adalah akad yad al-Amanah yaitu 
akad yang bersifat kepercayaan. Jaminan yang diperbolehkan hanyalah 
berupa kelayakan usaha dan prospek usaha. Ṣāḥibul Māl diharapkan 
mampu untuk memahami keadaan muḍārib bahwa penyertaan jaminan 
dalam akad muḍārabah sangat memberatkan muḍārib. Akan tetapi, akad 
muḍārabah diperbolehkan menyertakan jaminan apabila melakukan 
pelanggaran/ kecurangan seperti contoh pertama, mengingkari perjanjian 
yang telah disepakati bersama. kedua, tidak bertanggungjawab atas 
kelalaian yang dilakukan, dan melakukan kesalahan yang disengaja. Dari 
keterangan tersebut MUI menyetujui tentang adanya jaminan tersebut dan 
sangat tidak memungkinkan untuk menerapkan kerjasama muḍārabah 
sesuai dengan konteks aslinya yaitu tanpa jaminan, maka untuk 
melindungi berbagai pihak yang terlibat didalam pembiayaan muḍārabah 
dari beragam masalah yang kapan saja bisa muncul, maka ṣāḥibul māl 
boleh meminta muḍārib untuk menyertakan jaminan. Hasil dari penelitian 
ini dapat diambil kesimpulan bahwasannya penyertaan jaminan dalam 
pembiayaan Muḍārabah yang diterapkan di BMT Surya Madani adalah 
sesuai dengan hukum Islam, karena fungsi jaminan yang diterapkan pada 
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pembiayaan Muḍārabah ialah untuk melindungi Ṣāḥibul Māl dari resiko 
wanprestasi yang dilakukan oleh Muḍārib dan untuk melindungi dana 
yang diberikan BMT kepada Muḍārib, mengingat dana yang ada di BMT 
bukan milik pribadi BMT saja melainkan dari dana masyarakat. Dan 
jaminan ini boleh di jual sebagai pengganti dana apabila Muḍārib terbukti 
melakukan kesalahan yang disengaja, melakukan kelalaian atau melanggar 
kesepakatan. 
b. Saran  
  Berdasarkan  kesimpulan  yang  diambil  berkaitan  dengan  penelitian 
ini, maka dapat disampaikan  beberap saran yang kiranya dapat dijalankan 
dan bermanfaat bagi kemajuan KJKS BMT Surya Madani Ngemplak 
Boyolali : (1) Demi kemajuan KJKS BMT Surya Madani dalam 
memberikan pelayanan, BMT selalu dituntut agar dapat melayani nasabah 
dengan baik Dalam memberi pelayanan, Informasi juga sangat diperlukan 
sehingga masyarakat memahami prinsip-prinsip penyaluran danayang 
diadakan oleh KJKS BMT Surya Madani itu berbeda dengan prinsip-
prinsip penyaluran dana yang ada di bank konvensional. (2) Hambatan 
terhadap penerapan jaminan hendaknya menjadi contoh sebagai pelajaran 
di masa depan bagaimana menghadapi anggota yang tidak mau 
memberikan jaminan, memberikan pemahaman kepada anggota bahwa 
fungsi jaminan adalah untuk melindungi dana yang dipinjam sehingga 
dana BMT tidak hilang begitu saja. (3) Bagi anggota pembiayaan 
muḍārabah hendaknya dapat memahami dengan penyertaan jaminan. 
Penyertaan jaminan ialah demi kebaikan bersama bukan untuk mencari 
keuntungan sebelah pihak. Anggota juga diharapkan menghindari moral 
yang negatif dalam menjalankan kerjasama mengingat dana yang 
dikeluarkan untuk anggota bukanlah milik BMT pribadi, diharapkan kedua 
belah pihak saling mengerti dan memahami satu sama lain.  
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